QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksana@abgngunan dan pemberian

Mengingat :

1.

pelayanan kepada masyarakat serta pertumbuhanoperakan di Daerah
perlu dilakukan upaya-upaya penggalian Sumber Rextaa Asli Daerah;
bahwa upaya meningkatkan penyediaan pembiayaamrbtersdilakukan
melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyem@nrnagan penambahan
jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari betibsgktor sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut sebagaimesedte pada huruf b di
atas, perlu memberikan biaya pemungutan kepada atappelaksana
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimp&dadhuruf a, b. dan
huruf ¢ perlu menetapkan Qanun.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tegt®embentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan DaBrapinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun6 1®®mor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpdepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nob% Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)gab®ana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembidesyara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &aAcBrdana

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 NMor® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang PajakaDagan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu@7 1Bomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noi®85b)3sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahud0 20embaran
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadiaak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesianfa®97 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG®$)3

. Undang-undang 20 tahun 1997 tentang PenerimaanrdNdg&kan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No#3 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

7. Undang-Undang .................



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Undang-Undang 21 tahun 1997 tentang Bea Perolela&naths Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tal88v Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®®@8)3 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahud0 20embaran
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyatanigegara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotidipembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahambazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penygéagn

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaxagara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang ProgrambBngunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia taB080 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoSti2)3
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonoruskis bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsigdeme Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Mobid, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbandah Negara
(Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2004 No\moTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtikeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik é&siwnTahun 2004
Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nei889);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Penaank$engelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran aNelgapublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembargafd Republik
Indonesia Nomor 4441);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkantaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Mdé , Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimelah iubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nasndehun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 MoB8 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindangeuangan
antara Pemerintah Pusat dan Perintahan Daerah dramblegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan LembarayandeRepublik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangbiRean dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Ddezaibdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahamhazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Mad, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

20. Peraturan .............



Menetapkan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentangeRdaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahudb 28omor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&i)4

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Midimor 8 Tahun 1987
tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan  HAemnban Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Dadrialgkat Il Pidie;

Dengan Persetutujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG UPAH PUNGUT PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

o

Daerah adalah Kabupaten Pidie;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaden P
3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan PeamakRakyat

Bupati adalah Bupati Pidie;

Daerah Kabupaten Pidie;

Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutsghuti Qanun Kabupaten
Pidie;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertemtidashg retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undasggubgriaku;

Pajak Daerah adalah luran Wajib yang dilakukan plébhadi atau Badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimlyang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undgaggrberlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembrintdan
pembangunan Daerah;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribadalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembenaertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh PembrikEbupaten untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutaipgdaghimpunan
Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnyk pang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib psgala pengawasan
penyetorannya;

10.Upah Pungut adalah biaya yang diberikan kepadaatpaelaksana

pemungutan dan aparat penunjang.



